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KATA PENGANTAR

i

Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas
keridhoanNYA, Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur | Lembaga
Administrasi Negara (PKP2A | LAN) dapat terus berupaya memberikan
informasi-informasi mengenai isu-isu aktual yang sedang berkembang saat ini agar
dapat terjadi sharing knowledge diantara para aparatur negara. Pada tahun 2012 ini
PKP2A | LAN menyelenggarakan seminar dengan tema “Prospek Penerapan
Desentralisasi Asimetris dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia”.
Seminar ini merupakan tindak lanjut dari Kajian Pengembangan Desentralisasi
Asimetris di Indonesia yang dilakukan pada tahun 2012. Tujuan dari kegiatan
seminar ini adalah untuk mengidentifikasi peluang, tantangan pemberlakuan
desentralisasi asimetris dan untuk merumuskan beberapa desain desentralisasi
asimetris yang dapat diterapkan di Indonesia dalam upaya meningkatkan
efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan
berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan Seminar ini
menghadirkan para pakar dalam di bidang Otonomi Daerah dan Desentralisasi
untuk memberikan pandangan sesuai kapasitas yang dimiliki.

Untuk mempertajam saran rekomendasi dan hasil seminar tersebut, maka
PKP2A | LAN menyusun sebuah proceeding dalam bentuk buku sebagai hasil dari
seminar tersebut. Hasil prosiding ini berisi materi para narasumber pada saat
seminar.

Kami berharap, proceeding seminar ini dapat menjadi bahan masukan yang
bermanfaat bagi upaya pengembangan kebijakan desentralisasi yang tepat bagi
sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Indonesia.

Sumedang, November 2012

Tim Penyusun



Kata Pengantar, Kata Sambutan, Daftar Isi

KATA SAMBUTAN KEPALA PKP2A I LAN

Dalam rangka mencapai tujuan kebijakan desentralisasi di Indonesia yaitu
meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka pengembangan kebijakan
desentralisasi asimetris di tengah keberagaman karekteristik masyarakat menjadi
sebuah isu aktual yang berkembang dalam sistem pemerintahan daerah di
Indonesia. Hal ini dikarenakan kinerja kebijakan desentralisasi hingga kini masih
belum optimal dimana desain desentralisasi yang diberlakukan merupakan desain
tunggal yang memberikan perlakuan seragam (simetris) kepada setiap daerah
otonom yang ada.

Keragaman karakteristik Indonesia ini menyebabkan penerapan desain
tunggal kebijakan desentralisasi tidak sepenuhnya mampu mengatasi berbagai
tantangan. ltulah yang menjadi alasan mengapa kebutuhan untuk mendesain
ulang kebijakan desentralisasi di Indonesia kearah kebijakan yang mampu
mengakomodasi berbagai perbedaan karakteristik dan kondisi masing-masing
daerah. Kondisi dimana daerah diberi perlakukan (treatment) secara berbeda ini
kemudian dikenal dengan desentralisasi asimetris (asymmetric decentralization).

Untuk merespon berkembangnya isu aktual terkait hal tersebut, maka
Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur | Lembaga Administrasi
Negara (PKP2A | LAN) pada tahun 2012 ini menyelenggarakan kegiatan Seminar
Isu-Isu Aktual dengan tema “Prospek Penerapan Desentralisasi Asimetris dalam
Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia”. Buku proceeding seminar ini
merupakan hasil pelaksanaan seminar yang diharapkan akan memberikan
pengetahuan dan bahan pemikiran bersama untuk mengembangkan penerapan
kebijakan desentralisasi asimetris di Indonesia.

Bersama ini dihaturkan pula penghargaan dan apresiasi kami kepada
semua narasumber yang telah memberikan pemikiran terbaiknya untuk
kesuksesan penyelenggaraan Seminar dan hasil prosiding ini dan tak lupa juga
kami mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara seminar dan tim penyusun
prosiding atas kinerja yang telah diberikan.

Sumedang, November 2012
Kepala PKP2A | LAN

Gering Supriyadi

DAFTAR ISI
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada dasarnya, kebijakan desentralisasi di Indonesia sudah berlangsung
sejak lama yaitu sejak jaman Kolonial Belanda saat diperkenalkannya kebijakan
Decentralisatie Wet pada tahun 1903. Namun demikian, selanjutnya yang disebut
sebagai “"big bang” era desentralisasi adalah sejak disyahkannya UU No. 22 Tahun
1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi dengan UU No. 32
Tahun 2004. Dilihat dari definisinya, desentralisasi diartikan sebagai transfer
kewenangan dan tanggung jawab penanganan fungsi publik dari pemerintah pusat
kepada pemerintah di bawahnya, organisasi semi pemerintah (quasy government)
atau sektor swasta (World Bank, 1999). Definisi serupa dikemukakan oleh Smith
(2001) dengan mengadopsi definisi desentralisasi menurut Rondinelli yang
menjelaskan  bahwa desentralisasi merupakan transfer tanggungjawab
perencanaan (planning), manajemen, penerimaan dan pengalokasian sumber daya
(resource raising and allocation) dari pemerintah pusat kepada: (a) lembaga/instansi
perwakilan pusat di daerah; (b) unit atau tingakatan pemerintahan yang lebih
rendah; (c) lembaga semi otonom; (d) institusi fungsional di daerah; atau (e)
organisasi swasta.

Pada dasarnya, kebijakan desentralisasi muncul karena kegagalan sistem
sentralisasi dalam mewujudkan tujuan pemerataan pembangunan, pemberian
pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh
karenanya, Smith (2001) menjelaskan bahwa selain untuk mewujudkan good
governance, desentralisasi juga dimaksudkan untuk mewujudkan efisiensi,
transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Sementara, UNDP (2009) menjelaskan bahwa desain desentralisasi memiliki dua
tujuan: ekonomi dan politik. Tujuan ekonomi yang ingin dicapai melalui
desentralisasi adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan
pelayanan publik yang lebih merata dan memperpendek rentang antara penyedia
layanan publik dan masyarakat lokal. Sementara tujuan politik desentralisasi
adalah demokratisasi pemerintahan daerah melalui pertanggungjawaban langsung
kepala daerah kepada konstituen mereka di daerah.

Secara harafiah, kebijakan desentralisasi berimplikasi terhadap adanya
perubahan pengaturan hubungan atau relasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Di sini, harapan besar digantungkan bahwa perubahan pola relasi ini akan
berkontribusi positif terhadap upaya perwujudan kesejahteraan masyarakat.
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Usman (2005) mengemukakan beberapa implikasi dari implementasi kebijakan
desentralisasi pada aspek politik, administratif, ekonomi dan spasial. Dilihat dari
aspek politik, pergeseran penyelenggaraan pemerintahan dari sentralisasi ke
desentralisasi diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan tanggung-jawab
politik daerah, membangun proses demokratisasi (kompetisi, partisipasi dan
transparansi), konsolidasi integrasi nasional (menghindari konflik pusat-daerah dan
antar daerah). Dari aspek administratif diharapkan akan mampu meningkatkan
kemampuan daerah merumuskan perencanaan dan mengambil keputusan
strategis, meningkatkan akuntabilitas publik dan pertanggungjawaban publik.
Sementara dari aspek ekonomi diharapkan mampu membangun keadilan di semua
daerah (maju bersama), mencegah eksploitasi pusat terhadap daerah, serta
meningkatkan kemampuan Daerah menyediakan barang dan jasa publik. Dan dari
aspek spasial, kebijakan desentralisasi diharapkan mampu meningkatkan
pemerataan kemampuan politik, administratif dan ekonomi ke daerah-daerah,
sehingga dapat menghapus kesenjangan (disparitas) dikotomi Jawa - luar Jawa
atau Indonesia Barat - Timur, serta wilayah perkotaan-pedesaan.

Meskipun kebijakan desentralisasi seolah terlihat sangat menjanjikan
sebagai sebuah pilihan dalam manajemen pemerintahan sebuah negara, namun
demikian, pada tataran empirik, implementasi kebijakan desentralisasi merupakan
pedang bermata dua (two-edged of sword) yang dapat menimbulkan dampak
positif maupun negatif (Brillantes. Jr, dalam Tri Widodo, 2012). IRDA (dalam Tri
Widodo, 2010) menemukan bukti bahwa desentralisasi berhasil mendorong
terwujudnya tiga kondisi penting, yaitu: 1) meningkatnya kepedulian dan
penghargaan terhadap partisipasi masyarakat dalam proses politik di tingkat lokal;
2) perangkat pemerintahan daerah memiliki komitmen yang makin kuat dalam
pemberian layanan serta merasakan adanya tekanan yang berat dari masyarakat
agar mereka meningkatkan kualitas pelayanan publik; dan 3) pemerintah daerah
saling bekerjasama dan berbagi informasi untuk menyelesaikan persoalan yang
sama-sama mereka hadapi. Sementara, terkait dengan pelayanan publik, beberapa
studi menyatakan adanya peningkatan pelayanan publik di bidang pendidikan
(Rentanida, 2009; Purwanto, 2010; Tasrin, 2011), bidang kesehatan (Rentanida,
2009). Namun demikian, beberapa kajian lain juga menunjukkan bahwa kebijakan
desentralisasi justru menyebabkan dampak negatif seperti terjadinya kesenjangan
(disparitas) antar wilayah yang semakin tinggi (Sobandi, 2008; Nazara & Safii,
2007), ketegangan hubungan pusat — daerah (JPP Fisipol UGM, 2010).

Namun demikian, adanya implikasi positif dan negatif ini tidak lantas
berarti bahwa kebijakan desentralisasi tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia.
Hanya saja perlu dipahami bahwa desain tunggal kebijakan desentralisasi di tengah
keberagaman karakteristik dan kebutuhan lokal daerah-daerah di Indonesia
memang tidak sepenuhnya mampu mengatasi berbagai tantangan. Itulah yang
menjadi dasar alasan mengapa kebutuhan untuk mendesain ulang kebijakan
desentralisasi di Indonesia menjadi perlu diarahkan menjadi kebijakan yang
mampu mengakomodasi berbagai perbedaan karakteristik dan kondisi
masing-masing daerah melalui pemberia perlakukan (treatment) berbeda.

2 PROCEEDING SEMINAR



Dalam rangka menanggapi persoalan tersebut, dalam beberapa tahun
terakhir ini selanjutnya muncul ide atau gagasan mengenai kebutuhan penerapan
desentralisasi asimetris (asymmetrical decentralization). Konsep tentang
desentralisasi asimetris sendiri  pertama kali diinisiasi oleh Charles D Tarlton pada
tahun 1965. Dengan memperhatikan sistem federasi klasik sebagaimana yang
dilakukan di USA, Swiss, dan Jerman Barat, Charles Tarlton menemukan bahwa
disamping konstitusi negara mengakui persamaan status untuk setiap negara
bagian, disana selalu ada faktor-faktor tertentu seperti ekonomi, sosial budaya dan
historis yang menyebabkan adanya perbedaan fungsional atau “asymmetrical
variations” dalam kewenangan dan pengaruh dari unit konstituen yang berbeda
yang mempengaruhi derajat keharmonisan atau perpecahan (disunity) dalam
sistem federasi. Tarlton kemudian menyebutnya sebagai federal asymmetric.
Ronald L. Watts (2005) dalam papernya menjelaskan tentang beberapa konseptual
isu yang harus dipahami untuk memperoleh gambaran jelas mengenai subjek
tentang desentralisasi asimetris. Pertama adalah mengenai definisi symmetry dan
asymmetry dalam sistem federasi. Definisi “federal symmetry” mengacu pada
keseragaman (uniformity) diantara negara bagian (states) dalam hal pola
hubungannya dengan sistem federal. Sementara, “asymmetry” dalam sistem
federasi terjadi dimana terdapat perbedaan dalam hal derajat otonomi dan
kekuasaan diantara unit-unit konstituen. Tarlton dalam Watts (2005)
mengemukakan bahwa asymmetrical refers to a situation where the diversities
within the larger society find political expression through component governments
"possessed of varying degrees of autonomy and powers. Dengan demikian
desentralisasi asimetris merupakan bentuk desentralisasi yang
mempertimbangkan keberagaman dalam wilayah suatu negara.

Dalam suatu negara kesatuan (unitary state) seperti Indonesia yang sangat
beragam kharakteristiknya, untuk mendesain hubungan pusat dan daerah yang
tepat dan dapat menjamin terselenggaranya pemerintahan yang efektif adalah
persoalan yang tidak mudah. Dan sejak awal terbentuknya negara Indonesia,
tuntutan untuk mengakomodasi berbagai kharakteristik daerah sudah muncul di
dalam konstitusi baik dalam UUD 1945, UUD RIS, UUDS, dan UUD 1945
Amandemen. Melihat keempat UUD yang pernah berlangsung di Indonesia terkait
desentralisasi asimetris, salah satu hal penting yang perlu dicacat adalah bahwa
walaupun bentuk negara, sistem pemerintahan dan struktur parlemen yang
berbeda, namun hal ini tidak mengurangi ruang pengaturan desentralisasi
asimetrisme (Kurniadi, 2012).

Pada tataran empiris, konsep desentralisasi asimetris di Indonesia dikenal
dengan sebutan otonomi khusus dan daerah istimewa. Dan konsep ini sudah
diimplementasikan dengan adanya beberapa daerah berotonomi khusus seperti
Papua (meliputi Provinsi Papua dan Papua Barat), Aceh, DKI Jakarta dan daerah
berstatus istimewa seperti DI Yogyakarta. Kelima provinsi ini memiliki pola
hubungan pusat dan daerah yang berbeda dengan daerah-daerah lainnya. Namun
demikian, karena begitu beragamnya karakteristik Indonesia, sebenarnya
pemberian perlakuan (treatment) asimetris ini masih dapat dikembangkan ke

PKP2A | Lembaga Administrasi Negara 3
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depannya dalam rangka untuk mewujudkan janji awal kebijakan desentralisasi,
yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Selain ity,
masih adanya persoalan-persoalan pelik di beberapa daerah pemegang otonomi
khusus di Indonesia, seperti Papua, menuntut perlunya dilakukan penyusunan
desain kebijakan desentralisasi asimetris yang lebih matang.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, selanjutnya
dipandang menarik untuk mengulas lebih jauh mengenai konsep desentralisasi
asimetris, sejauh mana prospeknya untuk dapat diterapkan di Indonesia.
Karenanya, Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A) 1 LAN
bermaksud untuk menyelenggarakan Seminar Isu-Isu Aktual dengan tema
“Prospek Penerapan Desentralisasi Asimetris dalam Sistem Pemerintahan Daerah
di Indonesia”. Penyelenggaraan seminar ini dimaksudkan untuk menggali lebih
dalam mengenai desain pengembangan konsep desentralisasi asimetris sehingga
dapat diterapkan di Indonesia dan juga melihat peluang, tantangan pemberlakuan
desentralisasi asimetris.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka Pusat Kajian dan
Pendidikan dan Pelatihan Aparatur | Lembaga Administrasi Negara akan
menyelenggarakan Seminar Isu-lsu Aktual dengan tema: Prospek Penerapan
Desentralisasi Asimetris dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia.

C. RUANG LINGKUP

Kegiatan ini akan dilakukan dalam bentuk Sminar yang akan
menghadirkan para pakar dalam di bidang Otonomi Daerah dan Desentralisasi
untuk memberikan pandangan sesuai kapasitas yang dimiliki. Adapun ruang
lingkup pembahasannya akan menyesuaikan dengan tema yang telah ditetapkan
tersebut dengan sub-sub tema sebagai berikut:

1. Keynote Speech: Kepala LAN: Prof. Dr. Agus Dwiyanto. MPA
Prospek Penerapan Desentralisasi Asimetris dalam Sistem Pemerintahan Daerah
di Indonesia

2. Dr. Halilul Khairi, M.Si (Asisten Dirjen Pemerintahan Umum Kemendagri)
Peluang Pengembangan Desentralisasi Asimetris pada Revisi UU Nomor 32 Tahun
2004.

3. Bayu Dardias, MA, M.Pub.Pol (Ketua Tim Penelitian Desentralisasi
Asimetris yang Mensejahterakan: Pengalaman Aceh dan Papua, UGM)
Evaluasi Penyelenggaraan Desentralisasi Asimetris di Indonesia

4. Prof. Dr. Utang Suwarya, MA (Guru Besar Fisipol UNPAD)

Desentralisasi ~ Asimetris Ditinjau dari Dimensi Pembagian Urusan Antara
Pemerintah Pusat, Propinsi, dan Kabupaten/Kota

4 PROCEEDING SEMINAR



5. Dr. Muhammad Taufik, DEA. (Dosen STIA LAN Jakarta)
Desentralisasi Asimetris Ditintau dari Dimensi Pemberdayaan Potensi Lokal dan
Pembiayaan Pembangunan
6. Tri Widodo Wahyu Utomo, SH.,MA. (Kepala Pusat Kajian Manajemen
Kebijakan LAN)
Desentralisasi Asimetris Ditinjau dari Dimensi Kelembagaan dan Hubungan Pusat
— Daerah

D. TUJUAN DAN KEGUNAAN KEGIATAN

Tujuan dari kegiatan seminar ini adalah untuk mengidentifikasi peluang,
tantangan pemberlakuan desentralisasi asimetris dan untuk merumuskan
beberapa desain desentralisasi asimetris yang dapat diterapkan di Indonesia dalam
upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang akan berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

E. WAKTU PENYELENGGARAAN

Seminar ini akan diselenggarakan pada

Hari/Tanggal : Senin, 26 November 2012,
Tempat : Ruang Auditorium, Grha Giri Wisesa, PKP2A | LAN

JI. Kiarapayung Km. 4,7, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat
Jam : 09.00 — selesai

F. TARGET PESERTA

Adapun target peserta dalam seminar ini meliputi perwakilan dari
kementerian/lembaga pusat, pemerintah daerah baik pada tingkat Provinsi
maupun Kabupaten/Kota, dan Akademisi dari berbagai perguruan tinggi.
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BAB 2
HASIL SEMINAR

LAPORAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN SEMINAR ISU-ISU AKTUAL

“Prospek Penerapan Desentralisasi Asimetris dalam Sistem Pemerintahan
Daerah di Indonesia”

Oleh : Drs. Gering Supriyadi, MM.*

A. LATAR BELAKANG

Pada dasarnya, kebijakan desentralisasi di Indonesia sudah berlangsung
sejak lama vyaitu sejak jaman Kolonial Belanda saat diperkenalkannya kebijakan
Decentralisatie Wet pada tahun 1903. Namun demikian, selanjutnya yang disebut
sebagai “big bang” era desentralisasi adalah sejak disahkannya UU No. 22 Tahun
1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi dengan UU No. 32
Tahun 2004. Dilihat dari definisinya, desentralisasi diartikan sebagai transfer
kewenangan dan tanggung jawab penanganan fungsi publik dari pemerintah pusat
kepada pemerintah di bawahnya, organisasi semi pemerintah (quasy government)
atau sektor swasta (World Bank, 1999).

Secara harafiah, kebijakan desentralisasi berimplikasi terhadap adanya
perubahan pengaturan hubungan atau relasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Di sini, harapan besar digantungkan bahwa perubahan pola relasi ini akan
berkontribusi positif terhadap upaya perwujudan kesejahteraan masyarakat.
Usman (2005) mengemukakan beberapa implikasi dari implementasi kebijakan
desentralisasi pada aspek politik, administratif, ekonomi dan spasial. Dilihat dari
aspek politik, pergeseran penyelenggaraan pemerintahan dari sentralisasi ke
desentralisasi diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan tanggung-jawab
politik daerah, membangun proses demokratisasi, dan konsolidasi integrasi
nasional. Dari aspek administratif diharapkan akan mampu meningkatkan
kemampuan daerah merumuskan perencanaan dan mengambil keputusan
strategis, meningkatkan akuntabilitas publik dan pertanggungjawaban publik.
Sementara dari aspek ekonomi diharapkan mampu membangun keadilan di semua
daerah (maju bersama), mencegah eksploitasi pusat terhadap daerah, serta
meningkatkan kemampuan Daerah menyediakan barang dan jasa publik. Dan dari

! Drs. Gering Supriyadi, MM merupakan Kepala Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan
Aparatur (PKP2A) | Lembaga Administrasi Negara
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aspek spasial, —kebijakan desentralisasi diharapkan mampu meningkatkan
pemerataan kemampuan politik, administratif dan ekonomi ke daerah-daerah,
sehingga dapat menghapus kesenjangan (disparitas) dikotomi Jawa - luar Jawa
atau Indonesia Barat - Timur, serta wilayah perkotaan-pedesaan.

Meskipun kebijakan desentralisasi seolah terlihat sangat menjanjikan
sebagai sebuah pilihan dalam manajemen pemerintahan sebuah negara, namun
demikian, pada tataran empirik, implementasi kebijakan desentralisasi merupakan
pedang bermata dua (two-edged of sword) yang dapat menimbulkan dampak
positif maupun negatif. Beberapa implikasi positif dari kebijakan desentralisasi
adalah bahwa desentralisasi mampu mendorong terwujudnya: 1) peningkatan
kepedulian dan penghargaan terhadap partisipasi masyarakat dalam proses politik
di tingkat lokal; 2) perangkat pemerintahan daerah yang memiliki komitmen yang
makin kuat dalam pemberian layanan serta merasakan adanya tekanan yang berat
dari masyarakat agar mereka meningkatkan kualitas pelayanan publik; dan 3)
pemerintah daerah yang saling bekerjasama dan berbagi informasi untuk
menyelesaikan persoalan yang sama-sama mereka hadapi. Selain itu, terkait
dengan pelayanan publik, beberapa studi menyatakan adanya dampak positif
pasca pemberlakuan kebijakan desentralisasi dilihat dari peningkatan pelayanan
publik di bidang pendidikan (Rentanida, 2009; Purwanto, 2010; Tasrin, 2011), dan
bidang kesehatan (Rentanida, 2009). Namun demikian, beberapa kajian lain juga
menunjukkan bahwa kebijakan desentralisasi justru menyebabkan dampak negatif
seperti terjadinya kesenjangan (disparitas) antar wilayah yang semakin tinggi
(Sobandi, 2008; Nazara & Safii, 2007), ketegangan hubungan pusat — daerah (JPP
Fisipol UGM, 2010).

Namun demikian, adanya implikasi positif dan negatif ini tidak lantas
berarti bahwa kebijakan desentralisasi tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia.
Hanya saja perlu dipahami bahwa hingga kini kinerja kebijakan desentralisasi masih
belum optimal. Hal ini karena desain desentralisasi di Indonesia merupakan desain
tunggal yang memberikan perlakuan seragam (simetris) kepada setiap daerah
otonom yang ada. Ini berarti bahwa di dalamnya terdapat pengaturan hubungan
pusat-daerah dalam aspek kewenangan, kelembagaan, keuangan dan pengawasan
dibuat sama antara daerah satu dengan daerah lainnya. Sementara setiap daerah
memiliki karakteristik yang sangat beragam, penerapan desain tunggal kebijakan
desentralisasi ini memang tidak sepenuhnya mampu mengatasi berbagai
tantangan. ltulah yang menjadi dasar alasan mengapa kebutuhan untuk mendesain
ulang kebijakan desentralisasi di Indonesia menjadi perlu diarahkan menjadi
kebijakan yang mampu mengakomodasi berbagai perbedaan karakteristik dan
kondisi masing-masing daerah melalui pemberian perlakukan (treatment) berbeda
atau yang dikenal dengan desentralisasi asimetris (asymmetric decentralization).

Selain dikarenakan oleh masih banyaknya persoalan hubungan pusat-
daerah yang muncul sebagai bagian dari akibat desain tunggal desentralisasi yang
diberlakukan saat ini, kebutuhan penyusunan ulang desain desentralisasi asimetris
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juga didasarkan atas dasar belum tercapainya tujuan dasar desentralisasi untuk
-meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada tataran empiris, konsep desentralisasi asimetris di Indonesia dikenal
dengan sebutan otonomi khusus dan daerah istimewa. Dan konsep ini sudah
diimplementasikan dengan adanya beberapa daerah berotonomi khusus seperti
Papua (meliputi Provinsi Papua dan Papua Barat), Aceh, DKI Jakarta dan daerah
berstatus istimewa seperti DI Yogyakarta. Kelima provinsi ini memiliki pola
hubungan pusat dan daerah yang berbeda dengan daerah-daerah lainnya. Namun
demikian, karena begitu beragamnya karakteristik Indonesia, sebenarnya
pemberian perlakuan (treatment) asimetris ini masih dapat dikembangkan ke
depannya dalam rangka untuk mewujudkan janji awal kebijakan desentralisasi,
yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Selain itu,
masih adanya persoalan-persoalan pelik di beberapa daerah pemegang otonomi
khusus di Indonesia, seperti Papua, menuntut perlunya dilakukan penyusunan
desain kebijakan desentralisasi asimetris yang lebih matang.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, selanjutnya
dipandang menarik untuk mengulas lebih jauh mengenai konsep desentralisasi
asimetris, sejauh mana prospeknya untuk dapat diterapkan di Indonesia.
Karenanya, Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A) 1 LAN
bermaksud untuk menyelenggarakan Seminar Isu-Isu Aktual dengan tema
“Prospek Penerapan Desentralisasi Asimetris dalam Sistem Pemerintahan Daerah
di Indonesia”. Penyelenggaraan seminar ini dimaksudkan untuk menggali lebih
dalam mengenai desain pengembangan konsep desentralisasi asimetris sehingga
dapat diterapkan di Indonesia dan juga melihat peluang, tantangan pemberlakuan
desentralisasi asimetris.

B. TUJUAN KEGIATAN SEMINAR

Tujuan dari kegiatan seminar ini adalah untuk mengidentifikasi peluang,
tantangan pemberlakuan desentralisasi asimetris dan untuk merumuskan
beberapa desain desentralisasi asimetris yang dapat diterapkan di Indonesia dalam
upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang akan berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

C. RUANG LINGKUP BAHASAN

Kegiatan ini akan dilakukan dalam bentuk Seminar dengan tema “Prospek
Penerapan Desentralisasi Asimetris dalam Sistem Pemerintahan Daerah di
Indonesia”. Adapun tema utama tersebut dibagi menjadi sub tema sebagai
berikut:

Keynote Speech: Kepala LAN:

Prospek Penerapan Desentralisasi Asimetris dalam Sistem Pemerintahan
Daerah di Indonesia
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Dr. Halilul Khairi, M.Si, Asisten Direktur Jenderal Pemerintahan Umum,
Kementrian Dalam Negeri

Peluang Pengembangan Desentralisasi Asimetris pada Revisi UU Nomor 32
Tahun 2004.

Bayu Dardias , MA., M.Pub.Pol, Ketua Tim Penelitian Desentralisasi Asimetris
yang Mensejahterakan: Pengalaman Aceh dan Papua, UGM

Evaluasi Penyelenggaraan Desentralisasi Asimetris di Indonesia
Prof. Dr. Utang Suwarya, MA (Guru Besar Fisipol UNPAD)

Desentralisasi Asimetris Ditinjau dari Dimensi Pembagian Urusan Antara
Pemerintah Pusat, Propinsi, dan Kabupaten/Kota

Dr. Muhammad Taufik, DEA. (Dosen STIA LAN Jakarta)

Desentralisasi Asimetris Ditintau dari Dimensi Pemberdayaan Potensi Lokal
dan Pembiayaan Pembangunan

Triwidodo Wahyu Utomo, SH.,MA. (Kapus Kajian Kebijakan LAN)

Desentralisasi Asimetris Ditinjau dari Dimensi Kelembagaan dan Hubungan
Pusat - Daerah

D. WAKTU PENYELENGGARAAN
Seminar ini diselenggarakan pada
Hari/Tanggal: Senin, 26 November 2012
Tempat : Auditorium Grha Giri Wisesa, PKP2A | LAN
JI. Kiarapayung Km. 4,7, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat

Jam :09.005.d. 14.00 WIB

E. PESERTA

Adapun peserta dalam seminar ini, terdiri dari: Perwakilan dari
kementerian/lembaga pusat, Pemerintah Daerah baik pada tingkat Provinsi
maupun Kabupaten/Kota, dan perwakilan dari Akademisi dari berbagai perguruan
tinggi, dengan total peserta 164 orang.
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F. PENUTUP

Demikian laporan kegiatan seminar ini kami sampaikan, semoga acara ini
dapat memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi para hadirin di sini pada
khususnya dan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya. Selanjutnya
kami mohon perkenan Bapak Kepala LAN, Yang Terhormat Profesor Agus
Dwiyanto, MPA. untuk membuka acara ini. Terima kasih.

Jatinangor, 26 November 2012

Kepala Pusat,

Gering Supriyadi
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KEYNOTE SPEECH KEGIATAN SEMINAR ISU-ISU AKTUAL

“Prospek Penerapan Desentralisasi Asimetris dalam Sistem Pemerintahan
Daerah di Indonesia”

Oleh : Prof. Dr. Agus Dwiyanto, M.PA.*

Sebagai praktik dan gagasan desentralisasi asimetrik bukan hal yang baru.
Dalam konteks yang sekarang, pemerintah Indonesia telah melaksanakan otonomi
secara asimetrik dengan pengaturan otonomi secara berbeda, misalnya adanya
otonomi khusus seperti yang sudah diterapkan pada beberapa daerah yakni
Daerah Khusus Istimewa (DKI) Jakarta dengan otonomi pada tingkat provinsi,
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan penetapan sultan sebagai kepala
daerah, peraturan mengenai pertanahan (sultan ground dan common ground) dan
kebudayaan, Provinsi Aceh yang diatur dengan syariat islam, serta Papua dengan
rekognisi hak rakyat Papua, penegakan HAM dan percepatan pembangunan.
Maka, sebenarnya desentralisasi bukanlah hal yang aneh, ini sudah dilaksanakan di
Indonesia.

Pada masing-masing daerah otonomi khusus di Indonesia diatur dengan
dasar yang berbeda-beda. Adanya perbedaan dalam pengaturan tentang
desentralisasi dan otonomi lazim terjadi dalam praktik internasional seperti halnya
Inggris yang diterapkan di daerah Northern Island, the isle of Man dan The Channels
of islands; Amerika Serikat yang diterapkan di District of Columbia, dan Kanada
yang diterapkan di daerah Quebec, Spanyol- Basque, Navarra, dan Galicia.

Maka desentralisasi asimetris diperlukan karena jika kita melihat
keberbedaan di Indonesia, pengaturan secara berbeda yang diberikan oleh
pemerintah terhadap satu daerah tertentu atau sekelompok daerah seringkali
menjadi keniscayaan. Keniscayaan tersebut disebabkan oleh beberapa
pertimbangan, salah satunya pertimbangan politik. Dalam kasus di Papua dan NAD
pemerintah merasa perlu membuat pengaturan secara asimetri karena hal itu
diperlukan dalam rangka mengatasi berbagai konflik yang terjadi dalam hubungan
antara pusat dengan daerah yang bersangkutan. Manajemen yang digunakan di
masa lalu dalam mengelola dinamika lokal yang tidak tepat menciptakan konflik
yang kompleks dan tindakan politik diambil untuk mempertahankan integrasi
nasional. Hal yang sama terjadi dengan kasus keistimewaan DIY dengan pemilihan
sultan sebagai gubernur dan DKI Jakarta. DKI memperoleh perlakuan yang
berbeda karena untuk pemerintah DKI Jakarta yang menjadi pusat kekuasaan,
ekonomi, dan jasa dengan eksternalitas yang begitu tinggi jika diterapkan status
otonomi yang berbeda maka otonomi pada tingkat provinsi akan lebih efisien dan

2 Prof. Dr. Agus Dwiyanto, M.PA merupakan Kepala Lembaga Administrasi Negara
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efektif. Persoalan-persoalan yang- muncul di DKI merupakan persoalan yang
—berasat daridaerah-daerah lain.

Pertimbangan keberagaman etnis juga menjadi salah satu pertimbangan
berikutnya dalam penetapan status otonomi khusus. Indonesia memiliki
keberagaman dalam geografis (daratan dan kepulauan), budaya dan etnisitas,
kemajuan sosial ekonomi yang memerlukan pengaturan yang lebih fleksibel dan
cocok dengan kondisi lokal. Maka itu, gagasan untuk mengembangkan
desentralisasi asimetri muncul karena ketidakpuasan terhadap pembagian fungsi
dan urusan yang seragam, tanpa membedakan karakteristik daerah (daratan dan
kepulavan, kota dan kabupaten, maupun lama dan baru). Latar belakang
selanjutnya adalah tidak ada mekanisme penarikan dan pengalihan urusan
daripusat kepada daerah  (provinsi dan kabupaten/ kota) atau sebaliknya.
Penyeragaman urusan juga merambah pada penyeragaman bentuk struktur
kelembagaan daerah. Dengan tingkat keragaman yang tinggi maka pengaturan
yang seragam dalam urusan dan kelembagaan cenderung kurang efisien dan
efektif.

Desentralisasi asimetris bukan hal yang sederhana. Pengaturan dalam
pembagian urusan selalu terkait pula dengan desentralisasi fiscal. Dengan sistim
pembagian fiskal yang berlaku sekarang implementasi desentralisasi asimetris
amat sulit dilakukan. Prinsip money follows function harus diterapkan secara
konsisten. Pertanyaannya adalah apakah pemerintah siap untuk melakukan hal ini?
Salah satu contohnya adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang diberikan untuk
belanja pegawai dan pemenuhan pelayanan wajib/ dasar sisanya variabel sesuai
dengan urusan yang dikelola daerah. Hal ini secara manajerial lebih sulit dan
kompleks.

Apakah kemudian otonomi merupakan menu yang terbuka? Sebagai
contoh, pemerintah menetapkan urusan wajib untuk pelayanan dasar dan diatur
dengan Standar yang berlaku nasional yakni Standar Pelayanan Minimal (SPM),
daerah diberi mandat untuk mencapai SPM yang sudah ditetapkan kementrian
sektoral di level pusat. Hendaknya urusan tidak wajib/ pilihan ditentukan oleh
daerah sesuai dengan kebutuhan dan kapasitasnya. Maka perlu kematangan
daerah agar daerah menentukannya secara bertanggungjawab. Selain itu, perlu
ada mekanisme penarikan dan pengembalian dari pusat ke daerah dan sebaliknya
serta insentif dan disinsentif kepada daerah untuk melayani kebutuhan warganya.
Dengan prinsip-prinsip tersebut, desentralisasi asimetri akan tumbuh secara
gradual dan mampu meningkatkan kesejahteraan warganya.
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Kajian Pengembangan Desentralisasi Asimetris di Indonesia

Oleh : Tim Kajian PKP2A | LAN 3

Latar Belakang

Tujuan kebijakan desentralisasi menurut Smith (2001) selain untuk
mewujudkan good governance, juga dimaksudkan untuk mewujudkan efisiensi,
transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Sementara, UNDP (2009) menjelaskan bahwa desain desentralisasi memiliki dua
tujuan: ekonomi dan politik. Tujuan ekonomi yang ingin dicapai melalui
desentralisasi adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sementara tujuan
politik desentralisasi adalah demokratisasi pemerintahan daerah melalui
pertanggungjawaban langsung kepala daerah kepada konstituen mereka di
daerah.

Meskipun kebijakan desentralisasi seolah terlihat sangat menjanjikan
sebagai sebuah pilihan dalam manajemen pemerintahan sebuah negara, namun
demikian, pada tataran empirik, implementasi kebijakan desentralisasi merupakan
pedang bermata dua (two-edged of sword) yang dapat menimbulkan dampak
positif maupun negatif (Brillantes. Jr, dalam Tri Widodo, 2012). IRDA (dalam Tri
Widodo, 2010) menemukan bukti bahwa desentralisasi berhasil mendorong
terwujudnya tiga kondisi penting, vyaitu: 1) meningkatnya kepedulian dan
penghargaan terhadap partisipasi masyarakat dalam proses politik di tingkat lokal;
2) perangkat pemerintahan daerah memiliki komitmen yang makin kuat dalam
pemberian layanan serta merasakan adanya tekanan yang berat dari masyarakat
agar mereka meningkatkan kualitas pelayanan publik; dan 3) pemerintah daerah
saling bekerjasama dan berbagi informasi untuk menyelesaikan persoalan yang
sama-sama mereka hadapi. Sementara, terkait dengan pelayanan publik, beberapa
studi menyatakan adanya peningkatan pelayanan publik pasca diberlakukannya
kebijakan desentralisasi, misalnya di bidang pendidikan (Rentanida, 200g;
Purwanto, 2010; Tasrin, 2011), dan bidang kesehatan (Rentanida, 2009). Namun
demikian, beberapa kajian lain juga menunjukkan bahwa kebijakan desentralisasi
justru menyebabkan dampak negatif seperti terjadinya kesenjangan (disparitas)

* Tim Kajian PKP2A | LAN terdiri dari Dr. Baban Sobandi, SE., M.Si. yang merupakan Kepala
Bidang Kajian Kinerja Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur (KKKSDA) PKP2A | Lembaga
Administrasi Negara; dan Krismiyati, ST., M.Ec. yang merupakan peneliti pada Bidang Kajian
Kinerja Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur (KKKSDA) PKP2A | Lembaga Administrasi
Negara.
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antar wilayah yang semakin tinggi-(Sobandi, 2008; Nazara & Safii, 2007) dan
~ketegangan hubungan pusat — daerah (JPP Fisipol UGM, 2010).

Adanya implikasi positif dan negatif ini tidak lantas berarti bahwa
kebijakan desentralisasi tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia. Hanya saja
perlu dipahami bahwa hingga kini kinerja kebijakan desentralisasi masih belum
optimal. Hal ini karena desain desentralisasi di Indonesia merupakan desain
tunggal yang memberikan perlakuan seragam (simetris) kepada setiap daerah
otonom yang ada. Ini berarti bahwa di dalamnya terdapat pengaturan hubungan
pusat-daerah dalam aspek kewenangan, kelembagaan, keuangan dan pengawasan
dibuat sama antara daerah satu dengan daerah lainnya. Sementara setiap daerah
memiliki karakteristik yang sangat beragam, penerapan desain tunggal kebijakan
desentralisasi ini memang tidak sepenuhnya mampu mengatasi berbagai
tantangan. ltulah yang menjadi dasar alasan mengapa kebutuhan untuk mendesain
ulang kebijakan desentralisasi di Indonesia menjadi perlu diarahkan menjadi
kebijakan yang mampu mengakomodasi berbagai perbedaan karakteristik dan
kondisi masing-masing daerah melalui pemberian perlakukan (treatment) berbeda
atau yang dikenal dengan desentralisasi asimetris (asymmetric decentralization).

Pada konteks Indonesia, ruang desentralisasi asimetris sesungguhnya
telah diberikan dalam keempat konstitusi yang pernah digunakan. Oleh karenanya
kemudian pada tataran undang-undang yang merupakan aturan lanjutan dibawah
konstitusi, harus memberikan pengaturan yang lebih detail tentang ruang
asimetrisme tersebut. Di sini, bila pada tataran undang-undang melakukan
pembatasan pengaturan asimetrisme maka hal itu akan bertentangan dengan
ketentuan perundangan yang lebih tinggi tingkatannya yaitu konstitusi. Hal ini
sebagaimana yang terjadi dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, dimana nuansa asimetrisme tidak dapat kita temukan di
sana. Undang-Undang ini justru cenderung membawa semangat simetrisme dalam
kerangka pengaturan hubungan pusat dan daerah.

Namun demikian, bila ditinjau dari konteks NKRI, kebijakan desentralisasi
yang diterapkan di Indonesia merupakan kebijakan desentralisasi yang bersifat
asimetris. Hal ini ditandai dengan adanya pemberlakuan otonomi khusus terhadap
beberapa Provinsi seperti Aceh, Papua, DKI Jakarta dan D.l Jogjakarta, di samping
juga memberlakukan kebijakan otonomi reguler yang diatur dengan Undang-
Undang No. 32 Tahun 2004. Sementara itu, pengaturan tentang otonomi khusus
diatur dengan sistem perundang-undangan yang berbeda. Tri Widodo (2010)
menyatakan bahwa beberapa bentuk otonomi yang dijalankan secara bersamaan
seperti ini sesungguhnya disebut sebagai desentralisasi asimetris.

Selain dikarenakan oleh masih banyaknya persoalan hubungan pusat-
daerah yang muncul sebagai bagian dari akibat desain tunggal desentralisasi yang
diberlakukan saat ini, kebutuhan penyusunan ulang desain desentralisasi asimetris
juga didasarkan atas dasar belum tercapainya tujuan dasar desentralisasi untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bahkan, bila ditinjau dari aspek tingkat
ketergantungan (dependency) daerah pada sumber pembiayaan dari pusat dalam
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bentuk perimbangan keuangan, setelah lebih dari satu dekade pemberlakuan
kebijakan desentralisasi di Indonesia, masih banyak provinsi dan kabupaten/kota
yang memiliki kapasitas fiskal (local fiscal capacity) yang kurang memadai. Ini
menunjukkan bahwa tingkat kemandirian daerah untuk membiayai pembangunan
di daerahnya masih sangat minim. Pada jangka panjang, hal ini tentunya akan
berdampak kurang baik pada keberlangsungan (sustainability) pembangunan.

Namun demikian, bila ditinjau dari konteks NKRI, sebagaimana telah
dijelaskan sebelumnya, kebijakan desentralisasi yang diterapkan di Indonesia
merupakan sebuah kebijakan desentralisasi yang bersifat asimetris. Hal ini ditandai
dengan adanya pemberlakuan otonomi khusus terhadap beberapa Provinsi seperti
Aceh, Papua, DKI Jakarta dan D.| Jogjakarta, di samping juga memberlakukan
kebijakan otonomi reguler terhadap Provinsi dan Kabupaten/Kota lainnya yang
diatur dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Sementara itu, pengaturan
tentang otonomi khusus diatur dengan sistem perundang-undangan yang berbeda.
Tri Widodo (2010) menyatakan bahwa beberapa bentuk otonomi yang dijalankan
secara bersamaan seperti ini sesungguhnya disebut sebagai desentralisasi
asimetris.

Merujuk pada fenomena tersebut, selanjutnya dipandang perlu untuk
melakukan kajian pengembangan desentralisasi asimetris di Indonesia. Di sini akan
dikaji mengenai 2 hal yaitu: 1) Bagaimana kondisi eksisting penyelenggaraan
kebijakan desentralisasi asimetris di Indonesia? Dan 2) Model apa yang dapat
dirumuskan sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan kinerja kebijakan
desentralisasi dalam mewujudkan tujuan dasar desentralisasi yaitu kesejahteraan
masyarakat.

Evaluasi Penyelenggaraan Kebijakan Desentralisasi Asimetris di Indonesia
Evaluasi Penyelenggaraan Kebijakan Otsus

Otonomi khusus adalah pemberian status istimewa/khusus kepada
beberapa daerah di Indonesia yang pengaturan kekhususannya didasarkan atas
sistem perundangan yang berbeda dari kebijakan otonomi reguler berdasarkan
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Terdapat 4 (empat) daerah pemegang
otonomi khusus di Indonesia yang meliputi: Aceh, Papua, DKI Jakarta, dan DI
Jogjakarta. Pengaturan tentang otonomi khusus di Provinsi Aceh diatur dengan
Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) No. 11 Tahun 2006, otonomi khusus
di Provinsi Papua diatur dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2001, otonomi
khusus di Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara diatur dengan Undang-
Undang No. 29 Tahun 2007, sementara kekhususan DI Jogjakarta yang baru saja
disahkan pada tanggal 3 September 2012 diatur dengan Undang-Undang No. 13
Tahun 2012.
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Dilihat dari pengaturan hubungan pusat-daerah, keempat daerah
-pemegang _otonomi khusus/istimewa ini memang memiliki keasimetrisan
dibandingkan dengan daerah otonom lain. Keasimetrissan ini meliputi aspek
kewenangan, kelembagaan, keuangan dan pengawasan. Namun demikian,
ternyata kebijakan otonomi khusus ini masih menyisakan beberapa persoalan
pelik, terutama kebijakan otonomi khusus di Aceh dan Papua. Selain itu juga,
penyelenggaraan kebijakan otsus ini dalam beberapa hal dinilai belum sepenuhnya
mampu berkontribusi kepada terwujudnya kesejahteraan masyarakat, meskipun
pada kasus Otonomi Khusus Aceh, perbaikan pelayanan publik di bidang
pendidikan, kesehatan dan infrastruktur terlihat mengalami peningkatan sangat
signifikan. Namun berbeda halnya dengan otonomi khusus di Papua dimana pada
konstelasi nasional, Papua masih menempati urutan terakhir sebagai provinsi
termiskin.

Evaluasi Penyelenggaraan Kebijakan Otonomi Reguler Berdasarkan UU
32/2004

Kebijakan otonomi reguler adalah kebijakan otonomi yang diberlakukan
secara umum di seluruh daerah otonom di Indonesia (diluar otonomi khusus)
berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Bagian ini akan membahas
mengenai problematika simetrisme dari kebijakan Undang-Undang No. 32 Tahun
2004 yang diberlakukan saat ini. Penjelasan mengenai hal ini akan mencakup aspek
kewenangan, kelembagaan dan keuangan.

Aspek Kewenangan

Dilihat dari aspek kewenangan, persoalan yang ada adalah pada
ketidakjelasan konsep pembagian urusan antar tingkatan pemerintahan, yang
mana hal ini menyebabkan terjadinya tumpang tindih. Di sini, jenis urusan wajib
dan urusan pilihan yang ditangani pada dasarnya sama saja, hanya berbeda pada
tataran skalanya, padahal ruang lingkup otonomi yang dimiliki kedua tingkatan
pemerintahan tersebut tidak sama. Selain itu, tidak ada perbedaan kewenangan
yang diberikan oleh Pemerintah kepada Daerah atas dasar “besar atau kecilnya”
potensi sektor tertentu. Perbedaan kewenangan antar daerah hanya berdasarkan
kepada “ada atau tidak adanya” urusan tersebut di daerah. Hal ini menunjukkan
bawa kriteria pembagian urusan tidak memperhatikan kemampuan masing-
masing daerah.

Aspek Kelembagaan

Selanjutnya terkait dengan kelembagaan daerah, peraturan pemerintah
lainnya yang merupakan turunan dari UU No. 32 Tahun 2004 yang mengatur
tentang kelembagaan daerah yaitu PP No. 41 Tahun 2007, juga menyebabkan
pembentukan kelembagaan daerah menjadi tergiring untuk “relatif seragam”.
Ditambah lagi, semangat efisiensi daerah yang masih kurang menyebabkan daerah
berlomba untuk membentuk kelembagaan yang gemuk. Pada akhirnya,
kelembagaan yang terbentuk di Propinsi, Kabupaten, dan Kota tidak lagi
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memperhatikan potensi unggulan, kalaupun terjadi perbedaan cenderung hanya
dalam perumpunan, dan nomenklatur kelembagaan, sedangkan esensi perbedaan
kelembagaan untuk memacu sektor potensial di daerah tidak terjadi.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan dapat diketahui bahwa
pembentukan organisasi perangkat daerah di hampir semua daerah memiliki
kecenderungan untuk selalu mengakomodir semua urusan pemerintahan baik
wajib maupun pilihan tanpa memperhatikan kebutuhan dan potensi di daerahnya
masing-masing. Meskipun telah disusun kriteria penyusunan kelembagaan daerah
yang meliputi: jumlah penduduk, luas wilayah, dan besaran APBD, namun
kecenderungan yang terjadi, banyak daerah yang mengambil pola maksimal dalam
menyusun kelembagaan daerahnya sehingga organisasi pemerintah daerah terus
mengalami pembengkakan, pemborosan dan tidak efektif menjawab kebutuhan
dan masalah daerah itu sendiri.

Aspek Keuangan (Finansial)

Sementara dilihat dari aspek keuangan, sejauh ini kontribusi dana
perimbangan terhadap total pendapatan daerah di sebagian besar Provinsi dan
Kabupaten/Kota masih merupakan sumber yang dominan, sementara kontribusi
PAD masih sangat minim. Selain persoalan masih tingginya tingkat
ketergantungan keuangan pemerintah daerah terhadap pusat, pada tataran
implementasi, penguasaan Pemerintah Pusat terhadap sumber pendapatan daerah
atau pajak yang potensial juga merupakan problematika tersendiri, sehingga
tuntutan akan adanya pembagian kewenangan di sektor keuangan yang lebih adil
dan proporsional menjadi keniscayaan dalam sebuah proses desentralisasi.

Selanjutnya bila dilihat dari dampak kebijakan otonomi reguler terhadap
kesejahteraan masyarakat, dapat diketahui bahwa meskipun kebijakan
desentralisasi seolah terlihat sangat menjanjikan sebagai sebuah pilihan dalam
manajemen pemerintahan sebuah negara, namun demikian, pada tataran empirik,
implementasi kebijakan desentralisasi merupakan pedang bermata dua (two-edged
of sword) yang dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif (Brillantes. Jr,
dalam Tri Widodo, 2012). IRDA (dalam Tri Widodo, 2010) menemukan bukti bahwa
desentralisasi berhasil mendorong terwujudnya tiga kondisi penting, yaitu: 1)
meningkatnya kepedulian dan penghargaan terhadap partisipasi masyarakat
dalam proses politik di tingkat lokal; 2) perangkat pemerintahan daerah memiliki
komitmen yang makin kuat dalam pemberian layanan serta merasakan adanya
tekanan yang berat dari masyarakat agar mereka meningkatkan kualitas pelayanan
publik; dan 3) pemerintah daerah saling bekerjasama dan berbagi informasi untuk
menyelesaikan persoalan yang sama-sama mereka hadapi. Sementara, terkait
dengan pelayanan publik, beberapa studi menyatakan adanya peningkatan
pelayanan publik di bidang pendidikan (Rentanida, 2009; Purwanto, 2010; Tasrin,
2011), bidang kesehatan (Rentanida, 2009). Namun demikian, beberapa kajian lain
juga menunjukkan bahwa kebijakan desentralisasi justru menyebabkan dampak
negatif seperti terjadinya kesenjangan (disparitas) antar wilayah yang semakin
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tinggi (Sobandi, 2008; Nazara & Safii, 2007), ketegangan hubungan pusat — daerah
~(IPPFisipol UGM, 2010).

Model Desentralisasi Asimetris Berbasis Ekonomi (DABE)

Ide mengenai penyusunan alternatif model desentralisasi asimetris ini
muncul karena desain desentralisasi yang ada sekarang, yang mencakup model
otonomi khusus maupun otonomi requler dinilai belum optimal kinerjanya dalam
mendorong terciptanya kemandirian dan daya saing daerah yang selanjutnya
diharapkan akan berujung pada terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selanjutnya, salah satu model alternatif yang diusulkan dalam kerangka
mewujudkan tujuan ini adalah model desentralisasi asimetris berbasis ekonomi
(DABE).

Definisi DABE

Penggunaan istilah “Desentralisasi Asimetris Berbasis Ekonomi (DABE)”
dalam kajian ini, dimaksudkan sebagai suatu bentuk pemberian skema kekhususan
kepada daerah otonom untuk mengelola bidang-bidang tertentu terkait dengan
pengelolaan potensi ekonomi di daerah. Ini berarti bahwa dalam konsep ini, akan
terjadi penyerahan kewenangan (transfer of authority) dari pemerintah pusat
kepada pemerintah daerah, -disebut juga sebagai devolusi atau desentralisasi
administratif-, dalam hal pengelolaan potensi ekonomi daerah. Pemilihan “potensi
ekonomi” sebagai basis penyusunan model desentralisasi asimetris dikarenakan
aspek ini sangat berkaitan erat dengan upaya optimalisasi potensi unggulan daerah
yang merupakan pintu masuk (entry point) menuju perwujudan kemandirian dan
daya saing daerah yang pada akhirnya diharapkan akan berujung pada
terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Ini berarti bahwa DABE akan diarahkan
sebagai kerangka dasar pengorganisasian keunggulan komparatif daerah. Di
sinilah selanjutnya, implementasi kebijakan desentralisasi asimetris yang bersifat
substantif/material akan terwujud yaitu sebuah kondisi dimana pemerintah daerah
pada tingkat tanggungjawab geografis yang sama —apakah itu kabupaten/kota
atau provinsi- memiliki kewenangan berbeda sebagai akibat adanya kondisi,
kekhasan dan potensi unggulan daerah yang berbeda-beda.

Lokus Pemegang DABE

Lokus pemegang DABE dimaksud di sini adalah ada level atau tingkatan
pemerintahan manakah, -provinsi atau kabupaten/kota-, kebijakan desentralisasi
asimetris bidang ekonomi ini akan diberikan. Dengan memperhitungkan berbagai
problematika yang ada dalam kebijakan desentralisasi yang diberlakukan saat ini,
dimana terjadi dualisme kedudukan provinsi sebagai daerah otonom sekaligus
wakil pemerintah pusat daerah, maka semestinya penentuan lokus pemegang
DABE sedikit banyak harus berkontribusi pada upaya penyelesaian permasalahan
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kebijakan desentralisasi yang ada, terutama terkait dengan persoalan hubungan
pusat-daerah.

Terkait dengan hal tersebut, kajian ini menemukan bahwa provinsi
merupakan tingkatan/level yang paling tepat untuk memegang desentralisasi
asimetris bidang ekonomi. Hal ini didasarkan atas beberapa justifikasi: Pertama,
bahwa provinsi merupakan tingkatan messo government yang dinilai paling tepat
untuk menjadi pemegang asimetrisme menyangkut urusan-urusan berskala
regional, salah satunya adalah bidang ekonomi, sementara tingkatan
kabupaten/kota merupakan tingkatan yang lebih tepat untuk memegang peranan
terkait dengan penyelenggaraan pelayanan dasar. Kedua, berdasarkan
pertimbangan skala ekonomi, maka peletakan asimetrisme bidang ekonomi di
tingkat provinsi dinilai lebih efisien ketimbang meletakkannya pada level
kabupaten/kota. Hal ini sesuai dengan karakteristik dinamika kegiatan ekonomi
yang melampaui batas teritori wilayah kabupaten/kota.

Justifikasi ketiga mengenai peletakan desentralisasi asimetris bidang
ekonomi ini pada tingkat provinsi adalah bahwa span of control terhadap provinsi
lebih sempit daripada kabupaten/kota. Mengingat jumlah provinsi hanya 34,
sementara jumlah kabupaten/kota sebanyak 495, sehingga akan lebih mudah bagi
pemerintah pusat untuk melakukan pengawasan terhadap provinsi ketimbang bila
asimetrisme diletakkan di tingkat kabupaten/kota. Keempat, peletakan
desentralisasi asimetris bidang ekonomi di level provinsi dapat menyebabkan
tercapainya fungsi distribusi/pemerataan. Hal ini dikarenakan, provinsi dapat
berperan untuk mengatur keseimbangan bila terjadi kesenjangan antar daerah
kabupaten/kota di wilayah kerjanya, sehingga permasalahan lintas kabupaten/kota
akan lebih mudah dipecahkan. Kelima, tingkatan kabupaten/kota sendiri dinilai
belum memiliki cukup kesiapan untuk menjadi pemegang desentralisasi asimetris
bidang ekonomi. Selain karena persoalan kemampuan keuangan, juga karena
ketidaksiapan dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM).

Sifat Pemberian DABE

Terkait dengan sifatnya, kajian ini menemukan bahwa pemberian
desentralisasi asimetris bidang ekonomi dapat bersifat tidak permanen, dimana
pencabutan kekhususan bidang ekonomi dapat dilakukan bila provinsi pemegang
DABE tidak menunjukkan kinerja (performance) yang memadai setelah jangka
waktu tertentu. Dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber di lapangan,
diperoleh kesimpulan bahwa kekhususan bidang ekonomi ini dapat diberikan
dalam kerangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah.
Terkait dengan hal ini, kekhususan dapat diberikan untuk jangka waktu 25 tahun
dengan evaluasi setiap 5 tahun.
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Kriteria Dasar & Mekanisme Penilaian Untuk Pemberian DABE

Untuk dapat memperoleh kekhususan bidang ekonomi, sebuah provinsi
harus memenuhi beberapa kriteria. Kriteria dimaksud adalah kriteria-kriteria yang
akan digunakan sebagai basis pemberian kekhususan di bidang ekonomi kepada
provinsi. Hal ini perlu dikaji secara khusus mengingat tidak semua provinsi akan
menerima kekhususan di bidang ekonomi. Dalam hal ini hanya provinsi-provinsi
tertentu yang memenuhi persyaratan saja yang akan diberikan kekhususan di
bidang ekonomi, sementara provinsi-provinsi lain, yang tidak memenuhi kriteria,
akan menjalankan otonomi reguler.

Adapun kriteria yang disusun dalam kerangka pemberian kekhususan
bidang ekonomi ini lebih banyak didasarkan atas potensi yang ada (inherit) dalam
suatu wilayah provinsi. Ini berarti bahwa untuk memperoleh kekhususan di bidang
ini, sebuah provinsi harus memiliki potensi daerah yang unggul dibandingkan
dengan daerah lain (comparative advantages). Kriteria-kriteria dimaksud meliputi:
1) kriteria ketersediaan sektor basis provinsi; 2) kriteria share sektor basis terhadap
PDRB Provinsi; 3) Kriteria Prosentase Kabupaten/kota yang memiliki sektor basis
yang sama dengan sektor basis provinsi; 4) Kriteria ketersediaan infrastruktur
penunjang. Kriteria-kriteria ini penting mengingat model DABE dimaksudkan
untuk meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah yang selanjutnya
diharapkan akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selanjutnya, terkait dengan persoalan mekanisme, di sini provinsi dapat melakukan
pengajuan kepada Tim Penlilai di Pusat untuk kemudian dilakukan proses penilaian
(assesment) terhadap kelayakannya untuk memperoleh kekhususan.

Kriteria Lanjutan dan Mekanisme Evaluasi Kinerja DABE

Kriteria lanjutan dimaksud merupakan kriteria yang menunjukkan kinerja
(performance) yang harus dicapai oleh provinsi-provinsi pemegang kekhususan
bidang ekonomi setelah jangka waktu tertentu. Kriteria ini tidak hanya akan
mencakup kriteria kinerja bidang ekonomi saja, tapi merupakan bagian tidak
terpisahkan dari kriteria-kriteria lain yang merupakan representasi dari indikator
kesejahteraan masyarakat dalam arti/makna yang lebih luas, yang juga mencakup
bidang-bidang lain seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan sebagainya.
Penyusunan kriteria yang komprehensif ini penting mengingat tujuan akhir
penyusunan model ini adalah untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mekanisme evaluasi dilakukan
untuk melihat bagaimana kinerja daerah dimana bila daerah tidak mampu
menyelenggarakan pengelolaan potensi ekonomi, maka kekhususannya tersebut
dapat dicabut.

Substansi Asimetrisme Yang Dilimpahkan

Adapun aspek kekhususan atau substansi asimetrisme yang dilimpahkan
adalah asimetrisme terkait dengan kewenangan pengelolaan atau pengembangan
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sektor-sektor basis yang ada di provinsi yang bersangkutan. Dalam halini, misalnya
Provinsi Kalimantan Timur dengan sektor basis pertambangan dan penggalian,
tentunya akan memiliki kewenangan yang berbeda dengan Provinsi Aceh yang
memiliki sektor basis pertanian. Adapun cakupannya dapat hanya merupakan sub
sub bidang dari sekto basis, tidak harus seluruhnya. Misalnya untuk Provinsi Aceh
substansi asimetrisme dapat dalam bentuk kewenangan pengembangan beberapa
komoditas saja, misalnya padi dan jagung yang merupakan komoditas unggulan
dari provinsi ini. Meskipun kewenangan ini hanya mencakup beberapa komoditas
saja, namun sebaiknya merupakan suatu kewenangan yang membentang dari
sektor hulu (up stream) ke hilir (down stream). Demikian juga halnya dengan
Provinsi Jawa Barat dengan sektor basis industri pengolahan/ manufacturing akan
memiliki kewenangan yang berbeda dengan Provinsi Bali yang memiliki sektor
basis perdagangan, hotel dan restoran.

Selanjutnya, kewenangan untuk melakukan pengembangan sektor basis
tersebut dapat meliputi kewenangan-kewenangan seperti: a) Kewenangan
perencanaan terkait dengan pengembangan bidang-bidang yang menjadi sektor
basis; b) Kewenangan regulatif berupa penyusunan regulasi teknis terkait dengan
pengembangan bidang-bidang yeng menjadi sektor basis; c) Kewenangan untuk
melakukan kerjasama, baik dengan daerah lain, maupun dengan pihak swasta; d)
Kewenangan investasi dalam kerangka pengembangan bidang-bidang yang
menjadi sektor basis; e) Kewenangan fiskal berupa kekhususan kewenangan untuk
melakukan penggalian sumber-sumber penerimaan daerah melalui pajak dan
retribusi daerah terkait dengan pengelolaan dan pengembangan sektor basis, serta
kewenangan dalam hal pengalokasian anggaran sesuai dengan prioritas daerah;

Implikasi Model DABE

Pada intinya, yang dimaksudkan dengan desentralisasi asimetrik bidang
ekonomi adalah sebuah kondisi dimana provinsi memiliki kekhususan kewenangan
dalam hal penanganan/pengembangan sektor basis, yang berbeda dari daerah
lainnya. Selanjutnya, adanya kewenangan khusus bidang ekonomi ini tentunya
akan berimplikasi pada beberapa aspek seperti kelembagaan, hubungan pusat-
daerah, dan finansial.

Implikasi Terhadap Aspek Kelembagaan

Pendistribusian kewenangan khusus penanganan fungsi publik dalam hal
pengelolaan sektor basis dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi
tentunya berimplikasi pada kebutuhan penataan kelembagaan di tingkat provinsi.
Di sini, ketika sebuah provinsi diberikan kekhususan semestinya provinsi tersebut
diberi ruang yang memadai untuk menentukan kelembagaan yang sesuai/relevan
dengan kewenangan vyang dilimpahkan kepadanya. Ini berarti bahwa
pengembangan kelembagaan di daerah semestinya bukan sekedar mengikuti
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“template” yang dibuat oleh Pusat, tetapi harus disesuaikan dengan kebutuhan
—provinsidatam rangka melakukan pengelolaan/ pengembangan sektor basis.

Selain itu, pemberian kekhususan bidang ekonomi ini tentunya akan
berimplikasi juga pada aspek kelembagaan di tingkatan (leveling) pemerintah pusat
dan kabupaten/kota. Pada tingkatan pemerintah pusat, adanya transfer
kewenangan ini tentunya menyebabkan terjadinya perubahan positioning
pemerintah pusat dalam kaitannya dengan kewenangan-kewenangan pengelolaan
sektor-sektor basis. Di sini, pemerintah pusat melalui kementerian teknis terkait
harus berperan aktif dalam hal fasilitasi, advokasi dan pengawasan kepada daerah
untuk mendorong terjadinya inovasi dan kreatifitas daerah. Sementara itu, untuk
kelembagaan pada tingkatan pemerintah kabupaten/kota juga harus disesuaikan
mengingat dalam desain DABE ini ada kemungkinan akan ada penarikan
kewenangan dari tingkat kabupaten kepada pemerintah provinsi yaitu
kewenangan terkait pengembangan sektor basis.

Implikasi Terhadap Aspek Hubungan Pusat - Daerah

Adanya pelimpahan kewenangan penanganan sektor basis kepada
Provinsi ini, dalam beberapa hal tentunya akan berpengaruh juga terhadap
hubungan antara pusat dan daerah, baik hubungan vertikal antara Pusat-Provinsi,
antara Provinsi-Kabupaten/Kota, Pusat-Kabupaten/Kota, maupun hubungan
horizontal antar provinsi. Untuk itu perlu diatur secara tegas garis hubungan antar
setiap level pemerintahan, -pusat, provinsi, kabupaten/kota, dalam hal pengelolaan
sektor basis.

Implikasi Terhadap Aspek Keuangan (Finansial)

Pendelegasian kewenangan bidang ekonomi kepada provinsi sebagaimana
disebutkan diatas, sudah semestinya berimplikasi pada aspek finansial/keuangan.
Implikasi finansial di sini dapat berupa asimetrisme pada aspek penerimaan
(revenue assignment) dan asimetrisme pada aspek pengeluaran (expenditure
assignment). Implikasi pertama yang dimaksud bukan merupakan pemberian
alokasiftransfer dana dari pusat kepada daerah pemegang kekhususan, melainkan
implikasi terkait dengan hal-hal seperti perbedaan-perbedaan dalam pola
perpajakan daerah dan perbedaan dalam tanggungjawab penerimaan atau
fungsional pemerintah daerah. Dalam hal ini, provinsi pemegang asimetrisme
ekonomi dapat memiliki kewenangan untuk mengumpulkan pajak dan
mengeluarkan beberapa peraturan tertentu sebagai instrumen pemaksa untuk
melakukan pemungutan wajib dalam wilayah yurisdiksinya. Sementara itu,
implikasi kedua terkait dengan kewenangan pengeluaran, di sini provinsi
pemegang kekhususan akan memiliki kewenangan terkait dengan pola-pola
pengeluaran anggaran yang dapat disesuaikan dengan prioritas daerah
bersangkutan.
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Institusi Penilai DABE

Institusi penilai asimetrisme bidang ekonomi ini dapat dilakukan oleh
kelembagaan adhock yang keanggotaannya merupakan gabungan perwakilan dari
Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) -- Kementerian Dalam Negeri,
sebagaimana diatur dalam Keppres No. 49 Tahun 2000, ditambah dengan
perwakilan dari Lembaga Administrasi Negara, Bappenas, Kementerian sektoral
terkait dan unsur akademisi, LSM, dan Tokoh Masyarakat.

Penutup

Model DABE memungkinkan untuk mengakomodasi keberagaman
karakteristik potensi ekonomi daerah, -dalam hal ini provinsi-, tanpa perlu
memasukkannya ke dalam kerangka kebijakan otonomi khusus yang cenderung
mahal (costly), dilihat dari segi biaya dan infrastruktur. Selain itu, Model DABE ini
juga dinilai lebih simple karena tidak perlu membuat undang-undang baru selain
melakukan revisi terhadap Undang-Undang No. 32 Tahun 2004.

Selanjutnya, agar Model DABE dapat diimplementasikan, pemerintah
pusat harus melakukan pengawalan ketat dengan melakukan fasilitasi dan
advokasi secara aktif dalam kerangka penguatan kapasitas kepemerintahan
(governability) di daerah, baik pada level pemerintah provinsi sebagai lokus
pemegang kekhususan, maupun kabupaten/kota selaku bagian dari daerah
otonom dibawah Provinsi. Pemerintah pusat juga harus menerapkan mekanisme
pengawasan dan evaluasi yang terukur terhadap kinerja model desentralisasi
asimetris ini. Ini berarti bahwa dalam model desentralisasi asimetris ini,
keterlibatan langsung pemerintah pusat masih sangat diperlukan dalam rangka
memastikan terselenggaranya fungsi-fungsi dari pelaksanaan desentralisasi di
wilayah dimana perlakuan (treatment) asimetrisme tersebut diberikan. Beberapa
bentuk keterlibatan langsung lain dari pemerintah pusat antara lain ialah dalam hal
menentukan standar, juga dapat dalam bentuk intervensi, khususnya dalam
situasi-situasi darurat (emergency) dimana pemerintah daerah gagal untuk
menyelesaikannya.
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Peluang Pengembangan Desentralisasi Asimetris pada Revisi Undang-Undang
e e — Nomor 32 Tahun 2004

Oleh : Dr. Halilul Khairi. S Sos. M.si. *

Desentralisasi asimetris merupakan salah satu konsep hubungan antara
pemerintah pusat dan daerah yang diberlakukan di beberapa negara. Sebelum
lebih jauh membahas mengenai peluang pengembangan desentralisasi asimetris
pada revisi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 akan terlebih dahulu dijelaskan
adalah pemahaman mengenai desentralisasi asimetris. Apa yang dimaksud dengan
desentralisasi asimetris, apakah daerah A berbeda dengan daerah B, bila ada
perbedaan sudah dapat dikatakan asimetris. Selain itu, dalam melihat dan
mendefenisikan konsep desentralisasi asimetris, perlu diperhatikan pula mengenai
tujuan diterapkannya desentralisasi asimetris, apakah untuk mengadopsi lokalitas
atau untuk mengejar kesejahteraan masyarakat. Menurut pemikiran penulis,
secara utuh yang disebut desentralisasi asimetris adalah apabila satu urusan disatu
daerah berbeda dengan daerah lain dan diatur dalam undang-undang sendiri,
misalnya Papua, Aceh dan DKI Jakarta. Dengan demikian, bila urusan yang
diserahkan kepada setiap pemerintah daerah berbeda-beda, hal itu yang disebut
dengan desentralisasi asimetris.

Dalam diskusi-diskusi mengenai revisi Undang Undang Nomor 32 tahun
2004 di Kemendagri, semua usulan perubahan selalu disimulasikan dengan
beberapa hal, yaitu pertama apakah sesuai atau tidak dengan konstitusi. Kedua,
diuji secara konseptual, yaitu dihubungkan dengan teori yang relevan. Dan ketiga,
dilakukan simulasi dengan berbagai aspek penting. Misalnya yang terkait dengan
kebijakan desentralisasi dalam revisi Undang Undang Nomor 32 tahun 2004
dilakukan  simulasi  berikut, jika programnya penting apakah bisa
dikerjakan/dilaksanakan, yaitu dikaitkan dengan banyak hal seperti sisi keuangan,
kelembagaan, kepegawaian, koordinasi, dan seterusnya. Semua aspek tersebut
dikaji satu persatu. Penulis melihat desentralisasi asimetris dalam arti pembagian
urusan yang berbeda, seperti otonomi khusus akan mengalami beberapa kesulitan
dalam pelaksanaan teknisnya. Pertama, dari sisi konstitusi, UUD sudah
mengemukakan bahwa daerah diberikan kewenangaan otonomi seluas-luasnya,
kecuali urusan yang diatur dalam UU sebagai urusan pemerintah pusat. Artinya
saat ini negara kita sudah menganut otonomi luas. Perlu diperhatikan dan diingat
bahwa amandemen konstitusi UUD dilakukan setelah keluarnya Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1999. Jadi konstitusi sudahmengadopsi paradigma otonomi luas.
Dengan demikian, pada saat pembahasan urusan untuk daerah ini adalah A, untuk
daerah ini adalah B, dan seterusnya harus berpijak pada prinsip otonomi seluas
luasnya.

* Dr. Halilul Khairi. S Sos. M.si. merupakan staf khusus Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum
(PUM) pada Kementrian Dalam Negeri
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Dari aspek keuangan, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 sudah
menganut desentralisasi asimetris, karena urusan semuanya diberikan kepada
daerah dengan mekanisme diserahkan satu persatu kepada kepala daerah melalui
peraturan, baik kepada kabupaten dan provinsi. Sebelumnya, pemerintah daerah
sudah ada berdasarkan peraturan, setelah itu lima tahun berjalan setiap daerah
diberikan urusan, ada yang diberikan urusan pariwisata, 10 tahun kemudian
diberikan urusan pertanian dan seterusnya. Jadi setiap daerah pada akhirnya
memiliki urusan yang berbeda. Dari sisi keuangan, pada saat itu diatur dalam
inpres, maksudnya adalah apa yang dibiayai di daerah berdasarkan urusan dan
dibuatkan inpres-nya. Misalnya Inpres pertanian hanya ada pada daerah yang
memiliki potensi pertanian. Kalau sekarang sudah menggunakan rumus, DAU
rumusnya sama untuk seluruh daerah, DAK juga rumusnya sama. DBH pun
rumusnya sama, hanya kalau untuk DBH disesuaikan juga dengan potensi. Jadi
pertanyaannya adalah semisal ada urusan pertanian di Kabupaten Sumedang,
bagaimana cara membiayainya. Sementara dalam aturan fiskal sudah sama
rumusan alokasinya, yang membedakannya adalah potensi, jumlah penduduk, luas
wilayah, dst. Hal ini merupakan salah satu kesulitan dalam menerapkan
desentralisasi asimeteris dalam arti urusan yang berbeda.

Kesulitan berikutnya yang dapat terjadi adalah bagaimana aspek
penyelenggaraannya. Misalnya ada urusan di satu pemerintah daerah, urusan
pertanian diserahkan ke satu pemerintah daerah, tetapi di daerah lain tidak
diserahkan, tetapi potensi daerahnya ada. Pertanyaannya adalah siapa yang
mengerjakannya. Pasti pemerintah pusat yang akan mengerjakan. Hal ini
dikarenakan selama bukan urusan desentralisasi pasti akan dilaksanakan oleh
pemerintah pusat. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah pemerintah pusat mau
dengan model seperti ini. Dengan model ini berarti di daerah itu tidak akan ada
urusan pertanian di daerah tersebut kalau tidak diserahkan oleh pemerintah pusat.
Model seperti ini memiliki kelemahan, yaitu bisa jadi proses penyerahan urusannya
akan berlangsung lama. Contoh lain adalah urusan pertanahan, masalah yang
terjadi di pemerintah daerah adalah penyerahannya. Bila tidak dipaksa dengan
berbagai undang-undang, sulit untuk menyerahkannya. Untuk urusan pertanahan,
dari pengalaman di lapangan ternyata urusan pertanahan yang banyak masalah
saja diserahkan, misalnya pembebasan lahan, sengketa, dan sebagainya. Tapi,
untuk urusan pertanahan yang ada uangnya, sulit untuk diserahkan. Praktek dalam
penyelenggaraan penyerahan urusan, sampai tahun 1995, hanya segelintir urusan
yang sudah diserahkan ke daerah. Berat dan Sulit sekali. Hal Ini dikarenakan
penyerahan urusan terkait dengan power dan ada resourches [uang, kalau
dipindahkan ke daerah, kekuasaannya dipindahkan ke daerah, uangnya juga akan
pindah ke daerah. Dengan demikian, kalau tidak dipaksakan, tidak ada lembaga
pemerintah pusat yang mau menyerahkan urusan yang menjadi kewenanganya
kepada pemerintah daerah.

Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sekarang ini pada prinsipnya
juga sebetulnya sudah mengadopsi desentralisasi asimetris dari sisi urusan. Dalam
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undang udang ini nantinya akan disebutkan bahwa untuk semua urusan, baik
—yrusan wajib-dan pilihan akan dilakukan pemetaan oleh BKN, pemerintah daerah
dengan Kemendagri. Jika potensinya tidak ada maka tidak akan diurus oleh
pemerintah daerah, dan tidak perlu ada lembaganya. Bila ada sedikit potensinya,
mungkin tidak perlu diurus dalam badan atau dinas, cukup dimasukkan sebagai
satu unit kerja dalam SKPD yang mengatur urusan yang serumpun. Sehingga
nantinya urusan di setiap daerah diberi skala dan akan berbeda antara satu dengan
yang lain. Urusan wajib di setiap daerah juga akan berbeda dari segi besaran
kelembagaannya. Misalnya aspek jumlah penduduk dan jumlah murid yang diurus
pada urusan pendidikan akan menjadi salah satu dasar perhitungan dalam
menentukan besaran lembaga, sehingga bisa jadi untuk pemerintah daerah yang
mengurus urusan wajib yang sama tetapi besaran lembaganya tidak sama. Hal ini
dikarenakan misalnya di Kabupaten Bogor, jumlah penduduknya 4,7 juta dengan
suatu kabupaten di Pulau Kalimantan yang hanya mengurus penduuduk sekitar
13.000 jiwa , sekarang ini dinas pendidikannya sama. Dalam tim revisi Undang
Undang Nomor 32 Tahun 2004 di DPR, hal ini menjadi sorotan dan permasalahan,
sehingga akan ada tipologi, tipe A, B, C, D. Sehingga nantinya setelah revisi
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, dari segi urusan di tiap daerah akan
berbeda, dan dari segi lembaganya juga akan berbeda.

Selain itu, dalam revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dari segi
kepegawaian juga akan berbeda. Artinya pengelolaan pegawai antara daerah satu
dengan daerah lain akan berbeda. Pengelolaan pegawai akan disesuaikan dengan
karakteristik daerah, apakah daerah daratan atau daerah kepulavan, dan
seterusnya. Hal ini dikarenakan pada saat ini terdapat berbagai fenomena
perbedaan, misalnya saja dalam biaya pengiriman diklat untuk 100 pegawai di
daerah Jawa Barat bisa sama dengan biaya mengirimkan 1 pegawai untuk diklat
dari daerah kepulauan di Papua. sehingga untuk sekarang akan disepakati dalam
perhitungan DAU luas wilayah perairan dan daratan akan menjadi faktor
perhitungan DAU dan DAK.

Dari sisi anggaran juga masih terdapat kesulitan terutama dengan adanya
fenomena dikotomi daerah perkotaan dengan pedesaan. Daerah pedesaan
misalnya Kabupaten Ciamis, tidak banyak sumber-sumber pendapatannya, seperti
pajak dan retribusi. Sehingga infrastruktur juga banyak yang rusak karena tidak
tersedian dana yang memadai untuk memperbaiki infrastruktur. Semua potensi
ada di perkotaan, misalnya saja di DKI Jakarta memiliki banyak sumber pendapatan
sehingga dapat mengeluarkan banyak biaya untuk membangun berbagai
infrastruktur, seperti jalan layang (fly over), dan sebagainya. Saat ini tidak ada
perhitungan korelasi antara pos pemerintah pusat dengan desentralisasi fiskal.
Pada saat ini tim sudah berusaha menghitung berapa biaya total untuk membiayai
beberapa urusan wajib di daerah, sperti urusan kesehatan dan pendidikan. Hasilnya
diperoleh bahwa pembiayaan untuk urusan pendidikan dan kesehatan di daerah
dibandingkan dengan total DAU yang diberikan ke daerah, ternyata DAU-nya
kurang. Sehingga kalau daerah sekarang ini diberikan 31 urusan wajib, dengan
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uang yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam bentuk DAU, DAK, DBH itu
apakah cukup uangnya, itu belumada yang dapat menjawab.

Jadi dalam revisi Undang Undang Nomor 32 tahun 2004, konsep
desentralisasi asimetris itu bisa dan sudah diadopsi, namun secara teknis belum
bisa sepenuhnya disesuaikan, terutama terkait penyesuaian dengan aspek
kelembagaan, kepegawaian dan keuangan yang sudah berlaku saat ini.
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Desentralisasi Asimetris Ditinjau dari Dimensi Pembagian Urusan antara
—— Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota

Oleh : Prof Dr. H. Utang Suwaryo, Drs., MA. ®

A. PENDAHULUAN

Secara explicit sebenarnya desentralisasi asimetris sudah diantisipasi dan
dianut oleh UUD 1945. Hal ini terlihat jelas dalam psasl 18 UUD 1945 dan
penjelasannya, baik yang asli maupun yang sudah diamandemen.

Pasal 18 B ayat(2) UUD 1945 (amandemen ke-2) mengatakan: ” Negara
mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum beserta hak-
hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan
masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam
Undang-Undang”.Selanjutnya dalam penjelasan pasal 18 UUD 1945 dinyatakan:

"Dalam territoir Negara Indonesia terdapat lk 250 zelfbesturende landschappen dan
Volksgemeenschappen, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun
dan marga di Palembang dan sebagainya.Daerah-daerah itu mempunyai susunan
asli, dan oleh kare